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Abstract 

The concept of collaborative governance plays an important role because in its application it does not 
only involve cooperation between the government and non-governmental institutions but also involves 
other parties. The involvement of various parties in rural development has the potential to advance the 
village by collaborating on the resources they have. Collaborative Governance starts from a development 
plan discussed by the central government, provincial governments, district / city governments, and 
village governments. The research method used in this research is a literature review which looks at the 
perspective of previous studies. The results showed that there were several agencies and parties involved 
in the Sustainable Rural Area Development Program (P2KPB). Each agency has different roles and 
forms of participation according to their respective fields. One of them has a role in the development of 
rural areas in supporting the Vision and Mission that has been previously planned. Collaborative 
Governance among stakeholders in the Sustainable Rural Area Development Program (P2KPB) in 
Malang Regency is running well, which is indicated by the stakeholders having carried out their main 
duties optimally. The concept of Collaborative Governance is considered a solution capable of realizing 
the implementation of rural area development. In its implementation, effective communication is needed 
to make it easier for actors to collaborate. 

Keywords: Collaborative Governance; Sustainable Rural Area Development Program (P2KPB); 
Cooperation; 

Abstrak 
Penelitian kali ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi adanya proses collaborative governance 
dalam Program Pengembangan Kawasan Pedesaan Berkelanjutan (P2KPB) yang ada di Kabupaten 
Malang.  Konsep collaborative governance sangat berperan penting karena dalam penerapannya tidak 
hanya melibatkan kerjasama antara pemerintah dengan lembaga non pemerintah melainkan melibatkan 
pihak-pihak lain. Adanya keterlibatan dari berbagai pihak dalam pengembangan pedesaan memiliki 
potensi untuk memajukan desa dengan cara mengkolaborasi sumber daya yang dimiliki. Collaborative 
Governance dimulai dari rencana pembangunan yang dibahas oleh Pemerintah pusat, Pemerintah 
Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah desa. Metode penelitian yang digunakan pada 
penelitian kali ini ialah literature review yang mana melihat prespektif dari penelitian-penelitian 
terdahulu. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa instansi-instansi dan pihak yang 
terlibat dalam Program Pengembangan Kawasan Pedesaan Berkelanjutan (P2KPB) . Setiap instansi 
memiliki peran dan bentuk partisipasi yang berbeda-beda yang mana sesuai dengan bidangnya. Salah 
satunya memiliki peran untuk pengembangan kawasan pedesaan dalam mendukung Visi dan Misi yang 
sudah direncanakan sebelumnya. Collaborative Governance diantara para stakeholder dalam Program 
Pengembangan Kawasan Pedesaan Berkelanjutan (P2KPB) di Kabupaten Malang berjalan dengan baik 
yang mana ditandai dengan para stakeholder telah melakukan tugas pokoknya secara maksimal. Konsep 
Collaborative Governance ini dianggap sebagai solusi yang mampu mewujudkan implementasi 
pengembangan kawasan pedesaan, dalam pelaksanaanya dibutuhkan komunikasi yang efektif untuk 
memudahkan aktor-aktor dalam melakukan kolaborasi 
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Pembahasan 

Pembangunan perdesaan dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk 

memperbaiki kondisi kehidupan sosial dan ekonomi penduduk perdesaan. 

Pembangunan perdesaan juga merupakan salah satu tindakan untuk mencapai 

pertumbuhan ekonomi yang mana disaat bersamaan meningkatkan distribusi 

pendapatan penduduk desa. Adanya  keterlibatan  berbagai  pihak jika 

dilakukan identifikasi, pembangunan kawasan perdesaan akan memiliki 

berbagai potensi guna memajukan dan mensejahterakan desa dengan cara 

mengkolaborasi sumber daya yang dimiliki. Konsep Collaborative Governance 

menjadi sebuah basis alternatif yang dinilai mampu untuk mewujudkan 

percepatan dan implementasi kawasan perdesaan. Collaborative Governance 

merupakan sebuah proses yang di dalamnya   melibatkan berbagai stakeholder 

terkait untuk mengusung kepentingan masing-masing instansi untuk mencapai 

tujuan  bersama(Hartman, C., 2002). 

Berdasarakan penelitian terdahulu dari (Shinta Widyaning Cipta, Santun 

R.P. Sitorus, n.d.) menyatakan bahwa Melalui kebijakan implementasi model 

kawasan agropolitan terpadu yang didasarkan pada keterkaitan antar sektor 

pariwisata dan kawasan sentra produksi dengan mengem-bangkan sektor 

unggulan diharapkan sinergi dengan prioritas pengembangan komoditas 

unggulan. Sedangkan menurut penelitian terdahulu oleh (George Towar Ikbal 

Tawakkal, Ratnaningsih Damayanti, Tia Subekti, Andrew D Garner, 2020) 

menyatakan  bahwa penerapan model smart village pada pengembangan desa 

wisata masih belum dilakukan secara maksimal baik masyarakat maupun 

pemerintah belum sepenuhnya siap membangun smart village. Ini terlihat dalam 

minimnya pemanfaatan teknologi oleh masyarakat dan pemerintah serta 

minimnya penggunaan tegnologi dalam pengelolaan ekonomi dan lingkungan.  

P2KPB merupakan kegiatan untuk mewujudkan rencana tata ruang yang 

mendukung agar terciptanya kawasan perdesaan yang mampu bersinergi satu 

dengan lainnya, berkelanjutan ekosistem serta dapat menciptakan lingkungan 

yang sehat. Kawasan perdesaan memperhatikan sebagai kawasan yang 

mempunyai kegiatan pertanian termasuk dalam mengelola sumber daya alam 

dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman, playanan sosial, 

pelayanan jasa pemerintahan dan kegiatan pekonomian. Tujuan dari 

pembangunan kawasan perdesaan tersebut ialah mempercepat dan 

meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan 

masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif.  

 Konsep Collaborative Governance sebagai basis pembangunan kawasan 

perdesaan dinilai akan mampu memaksimalkan potensi keterlibatan berbagai 

pihak dalam pembangunan kawasan perdesaan. Potensi untuk memajukan desa 

dengan mengkolaborasi sumber  daya  yang  dimiliki dapat dimulai dengan 

melakukan kolaborasi pada rencana pembangunan dari tingkat Pemerintah 

Pusat, Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota, dan Desa melalui sebuah kesepakatan 
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bersama yang melibatkan  berbagai stakeholder yang terkait dengan 

kepentingan serta potensi masing-masing instansi dalam mencapai tujuan 

bersama. Sehingga pencapaian pembangunan kawasan perdesaan dalam 

mempercepat dan meningkatkan kualitas pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat  desa  di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan  

partisipatif dengan  perpaduan  pembangunan antar desa dalam satu 

Kabupaten/Kota bisa terwujud dengan baik atau optimal. 

 

Metode 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah 

metode deskriptif dengan pendekatan studi literature atau biasa dikatakan studi 

kepustakaan. Deskriptif yang menggambarkan dan mendeskripsikan pihak 

pihak mana yang berperan dalam P2KPB pendekatan yang digunakan ialah 

pendektan studi literature yang mana data diperoleh dari penelitian-penelitian 

terdahulu. Sumber data diperoleh dari data sekunder yang berasal dari jurnal 

dan buku yang relevan dengan judul penelitian. Data sekunder merupakan data 

primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul 

data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau 

diagram-diagram bisa juga berbentuk gambar dan tulisan deskriptif (Husein 

Umar., 2013). Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan cara menelaah 

atau mengeksplor dari beberapa jurnal, buku dan dokumen-dokumen yang 

berupa cetak maupun elektronik serta sumber data dan informasi yang dianggap 

relevan dengan penelitian kajian. 

 

Hasil dan Pembahasan 
Dinamika Collaborative Governance 

Kondisi empiris yang terjadi saat ini telah membuka peluang 
pembangunan di desa lebih terbuka dan partisipatif yang saling 
menguntungkan. Secara umum dijelaskann bahwa Collaborative  Governance 
merupakan  sebuah proses yang di dalamnya melibatkan  berbagai stakeholder 
yang   terkait untuk mengusung kepentingan masing-masing  instansi dalam 
mencapai tujuan bersama(Hartman, C., 2002). Dalam konteks Collaborative 
Governance peluang tersebut menjadi sejalan dengan terbukanya kesempatan 
pihak lain kedalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Hal ini 
bisa dilihat dari beberapa aspek, yang pertama pembangunan desa yang 
meliputi tahapan perencanaan serta pemantauan dan pengawasan 

pembangunan desa yang melibatkan berbagai pihak berkompeten. Kedua, 
pembangunan kawasan perdesaan yang meliputi pengertian dan lingkup 
pembangunan kawasan perdesaan, serta peran dan partisipasi pemerintah desa 
dan masyarakat. Ketiga, sistem pembangunan kawasan perdesaan yang meliputi 
hak desa, kewajiban pemerintah dalam mengembangkan Sistem Informasi 
Pemerintahan Desa beserta pengelolaannya. Keempat, kerjasama desa yang 
meliputi kerjasama antar desa dan kerjasama dengan pihak ketiga. Keterbatasan 
kemampuan, sumberdaya maupun jaringan yang menjadi faktor pendukung 
terlaksananya suatu program atau kebijakan, mendorong pemerintah untuk 
melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan sesama pemerintah, 
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pihak swasta maupun masyarakat dan komunitas masyarakat sipil sehingga 
dapat terjalin kerjasama kolaboratif dalam mencapai tujuan program atau 
kebijakan(Purwanti, 2016). 

Secara umum dijelaskan bahwa Collaborative Governance merupakan 
sebuah proses yang di dalamnya melibatkan berbagai stakeholder yang terkait 
untuk mengusung kepentingan masing-masing instansi dalam mencapai tujuan 
bersama(Cordery, 2004;Hartman et al.,2002). Berbeda halnya dengan definisi 
Collaborative Governance yang dijelaskan Agrawal dan Lemos (2007) (dalam 
Balogh, S, dkk, 2011:3) menjelaskan definisi Collaborative Governance tidak 
hanya berbatas pada stakeholder yang terdiri dari pemerintah dan non 

pemerintah tetapi juga terbentuk atas adanya “multiparnert governance” yang 
meliputi sektor privat, masyarakat dan komunitas sipil dan terbangun atas 
sinergi peran stakeholder dan penyusunan rencana yang bersifat hybrid seperti 
halnya kerjasama publik-privat dan privat-sosial (Parameshwari et al., n.d.). 

Pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan Kabupaten 
Malang dilaksanakan dalam upaya mempercepat proses pemberdayaan 
masyarakat dan tingkat perkembangan desa dengan metode serta pendekatan 
pembangunan yang bersifat partisipatif (Hilman, Y. A., & Asmoro, Y. R. 2020). 
Terlebih isu yang terkait dengan tata ruang, investasi, dan ekonomi politik juga 
harus diperhatikan dalam pembangunan kawasan perdesaan, karena cakupan 
dan orientasi pembangunan perdesaan sempit yaitu dengan mempercepat 
proses pemberdayaan masyarakat dan tingkat perkembangan desa melalui 
metode dan pendekatan pembangunan yang partisipatif. Dinamika yang 
berkembang selama ini jelas mempengaruhi pembangunan kawasan perdesaan, 
oleh sebab itu melalui dimensi inilah pemerintah diharapkan kembali mampu 
mengidentifikasi dan melakukan maping pembangunan kawasan perdasaan 
dengan membangun sebuah konsensus yang melibatkan unsur terkait dalam 
sebuah sistem kolaborasi. Secara terperinci bahwa dalam kerjasama kolaboratif 
terjadi penyempaian visi, tujuan, strategi dan aktivitas antara pihak, mereka 
masing-masing akan tetapi memiliki otoritas   untuk   mengambil keputusan 
secara independen dan memiliki otoritas  untuk   mengambil keputusan secara 
independen dan memiliki otoritas dalam mengelola organisasinya   walaupun 

mereka tunduk pada kesepakatan bersama (Dwiyanto, 2011). 
Permasalahan yang terjadi dalam konteks ini dilihat dari konsep 

Collaborative Governance adalah kurang berjalannya sistem konteks yang 
dilihat dari kondisi perubahan peraturan perundang-undangan, drivers yang 
dilihat dari elemen leadership yang sangat mempengaruhi perencanaan 
pembangunan di desa, dan dinamika kolaborasi yang terjadi yaitu kondisi yang 
tidak menguntungkan semua pihak sehingga masih terjadi ego sektoral sehingga 
mengakibatkan pembangunan kawasan perdesaan yang belum optimal. Oleh 
sebab itu konsep Collaborative Governance sebagai basis pembangunan 
kawasan perdesaan dinilai akan mampu memaksimalkan potensi keterlibatan 
berbagai pihak dalam pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Malang. 
Potensi untuk memajukan desa dengan mengkolaborasi sumber daya yang 
dimiliki berbagai pihak, dapat dimulai dengan melakukan kolaborasi pada 
rencana pembangunan dari tingkat Pemerintah Pusat, Provinsi, Daerah 
Kabupaten/Kota, dan Desa dengan melalui sebuah konsesus yang melibatkan 
berbagai stakeholder terkait dan potensi masing-masing instansi dalam 
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mencapai tujuan bersama. Sehingga capaian pembangunan kawasan perdesaan 
dalam mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan Kabupaten Malang 
melalui pendekatan pembangunan partisipatif dengan perpaduan 
pembangunan antar Desa dalam satu Kabupaten/Kota bisa terwujud dengan 
baik. 

Dalam mengembangkan daerahnya, pemerintah tidak dapat bekerja 
secara mandiri, karena tugas dan fungsi pemerintah yang terbatas sehingga jika 
dikelola sendiri oleh pemerintah, pembangunan tidak dapat bersifat 
komprehensif. Pembangunan yang terintegratif dengan melibatkan peran aktor-

aktor di dalamnya dikenal dengan konsep pembangunan berbasis Collaborative 
Governance. Seperti yang diutarakan oleh(Healey, 2003), mengenai 
Collaborative Governance tidak hanya sebatas kolaborasi antara instansi 
pemerintah melainkan kolaborasi dengan non pemerintah, juga terdapat 
keterlibatan peran lain dengan stakeholders, pihak swasta, dan masyarakat. 
Dalam penelitian kali ini, Collaborative Governance sangatlah berpengaruh 
terhadap P2KPB. Dimana dengan adanya konsep Collaborative Governance ini 
memberikan peluang yang terbuka kepada pihak-pihak lain untuk terlibat dalam 
pengembangan pembangunan kawasan pedesaan. Maka dari itu, dalam 
penelitian kali ini ada beberapa pihak yang terlibat, antara lain : 

 
Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab Malang. 

Bappeda ini berperan sebagai penyusun rencana, perumusan kebijakan 
teknis dan alokasi dana kepada dinas-dinas yang mempunyai hubungan dengan 
program tersebut. Bappeda berperan menyusun rencana yang mana rencana 
pembangunan baik pembangunan jangka panjang maupun jangka pendek. 
Penyusunan rencana membuat Kebijakan, Tujuan, Strategi, Program, Visi Misi 
ini harus dipikirkan dengan matang dan sesuai dengan desa yang dipilih. Dalam 
penyusunan pengembangan kawasan pedesaan ini, sistem perencanaan 
pengembangannya dilakukan dengan pendekatan Bottom up – Top Down yang 
dapat diartikan perencanaan pengembangannya dilakukan menurut jenjang 
pemerintahan mulai dari bawah keatas. Kemudian, Bappeda berperan dalam 
pengalokasian dana. Yang mana bappeda akan  memberikan persetujuan 
anggaran kepada dinas lain yang terkait dalam pengembangan kawasan 
pedesaan. Untuk bisa memberikan persetujuan pengembangan kawasan 
pedesaan, Bappeda harus memberikan Rencana pembangunan daerah. Dan 
dalam pengembangan, bappeda juga harus memperhatikan desa agar 
pembangunan tersebut sesuai dengan peruntukkannya. Oleh karena itu, 
pengembangan Kawasan pedesaan harus melibatkan instansi-instansi yang 
terkait. 

Kepala Desa 

Sebagai pemimpin desa, dalam pengembangan pedesaan ataupun 
pembangunan pedesaan tidak akan lupa dari Visi Misi kepala desa itu sendiri 

yang harus seimbang dengan Visi dan Misi Kabupaten Malang. Visi dan Misi ini 
merupakan cerminan dari tujuan desa tersebut untuk lima tahun kedepan. Maka, 
pemerintah desa dan pemerintah daerah harus berkolaborasi dan memiliki 
komitmen yang konsisten dan teguh dalam melakukan pengembangan 
pedesaan. Karena ini akan memberikan pengaruh terharap implementasi tata 
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ruang dan wilayah yang ada didesa tersebut. Oleh karena itu, sebgai pemimpin 
di desaa, Kepala desa memiliki peran yang penting dalam pengembangan 
pedesaan ataupun pembangunan pedesaan. Selain itu, kepala desa harus 
mengidentifikasi dan melakukan maping mengenai potensi dan regulasi yang 
ada di desa yang dipimpin untuk lebih dimaksimalkan lagi dan berupaya untuk 
bisa berkembang. 

 

Masyarakat. 

Masyarakat merupakan aspek yang sangat penting dalam pengembangan 

pedesaan. Masyarakat berperan memberikan inovasi-inovasi untuk 
pengembangan pedesaan yang mereka tempati. Ide dan gagasan ini dicetuskan 
oleh warga desa yang memiliki sumber daya manusia yang memumpuni untuk 
menyumbangkan pemikiran agar desa yang mereka tempati memiliki 
perubahan semakin signifikan.Ide dan gagasan masyarakat ini juga didorong 
dari faktor baik dari kondisi geografis wilayah yang sangat strategis untuk 
menunjang terselanggaranya Visi Misi dari Kepala Desa dan Pemerintah Kab 
Malang. Ide dari masyarakat ini dinilai mampu menjadi solusi untuk 
menuntaskan berbagai macam persoalan yang muncul dari desa seperi 
kemiskinan dan tingginya angka pengangguran. Keterlibatan masyarakat ialah 
memberikan pastisipasi bergotong royong dan tolong menolong antar sesama 
masyarakat untuk dapat membangun infastruktur pengembangan pedesaan. 
Dari keterlibatan stakeholder diatas, dalam pengembangan dan pembangunan 
desa memang penting adanya kolaborasi antara Pemerintah pusat, Provinsi, dan 
daerah Kab/Kota, Desa dan pihak swasta. Collaborative Governance antar pihak 
ini dimulai dari perencanaan pembangunan, pelaksanaan dan evaluasi 
perencanaan. Karena dari masing-masing pihak memiliki peran dan tugas yang 
berbeda-beda. Dari segala pihak yang terlibat harus saling mendukung antara 
satu sama lain demi mencapai tujuan bersama. Tujuan ini difokuskan agar 
pengembangan pedesaan berjalan sesuai tepat sasaran.  

 
Kesimpulan  

Adanya keterlibatan berbagai pihak jika dilakukan 

identifikasi, pembangunan kawasan perdesaan akan memiliki berbagai potensi 

guna memajukan dan mensejahterakan desa dengan cara mengkolaborasi 

sumber daya yang dimiliki. Untuk mewujudkan kawasan perdesaan yang 

nyaman dan berkelanjutan perlu disusun konsep pengembangan yang menjadi 

suatu landasan dalam mengembangkan struktur dan pola ruang kawasan 

perdesaan berkelanjutan. Dalam konteks Collaborative Governance peluang 

tersebut menjadi sejalan dengan terbukanya kesempatan pihak lain kedalam 

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Keterbatasan 

kemampuan, sumberdaya maupun jaringan yang menjadi faktor pendukung 

terlaksananya suatu program atau kebijakan, mendorong pemerintah untuk 

melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan sesama 

pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat dan komunitas masyarakat sipil 

sehingga dapat terjalin kerjasama kolaboratif dalam mencapai tujuan program. 
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Untuk kedepannya diharapkan UU Desa dapat menjadikan sebuah desa sebagai 

subyek pembangunan yang mendasarkan pada perencanaan pembangunan 

yang berbasis potensi dan kearifan lokal. Sebagai pemimpin desa, dalam 

pengembangan pedesaan ataupun pembangunan pedesaan tidak akan lupa dari 

Visi Misi kepala desa itu sendiri yang harus seimbang dengan Visi Misi 

Kabupaten Malang. Oleh karena itu, sebagai pemimpin di desa, Kepala desa 

memiliki peran yang penting dalam pengembangan pedesaan ataupun 

pembangunan pedesaan. 
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